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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH 
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  

Kabupaten Bantul 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 
Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 
 
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1  
TABEL KINERJA  

TAHUN 2026 

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Tahun Anggaran : 2026  
 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Tujuan Meningkatkan 

Produktivitas dan 
Pemberdayaan 
Koperasi, Usaha 
Mikro, Perindustrian 
dan Perdagangan 

Rasio Volume 
Usaha 
Koperasi 
terhadap 
PDRB 

Persen 1,90 I 1,90 
II 1,90 
III 1,90 
IV 1,90 * 

Persentase 
usaha mikro 
yang naik 
kelas 

Persen 70,75 I 70,75 

II 70,75 
III 70,75 

IV 70,75 * 

Pertumbuhan 
industri kecil 
menengah 

Persen 2,31 I 2,31 

II 2,31 

III 2,31 

IV 2,31 * 

Rasio PDRB 
Sub Sektor 
Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, Bukan 
Mobil dan 
Sepeda Motor 

Persen 7,39 I 7,39 

II 7,39 

III 7,39 

IV 7,39 * 

1.1 Sasaran Meningkatnya 
koperasi yang modern 

Cakupan 
koperasi 
modern 

Persen 2,24 I 2,24 
II 2,24 
III 2,24 
IV   2,24 * 

1.2 Sasaran Meningkatnya 
kesejahteraan pelaku 
UMKM 

Nilai omset 
usaha mikro 

Milyar 
rupiah 

323,334 I 323,334 

II 323,334 

III 323,334 

IV  323,334* 
1.3 Sasaran Meningkatnya 

produktivitas Industri 
Kecil dan Menengah 

Proporsi 
Jumlah Industri 
Kecil dan 

Persen 5,25 I 5,25 
II 5,25 
III 5,25 
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Menengah 
pada Level 
Kabupaten/Kota  

IV   5,25 * 

1.4 Sasaran Meningkatnya 
kinerja sektor 
perdagangan daerah 
dan penggunaan produk 
dalam negeri 

Persentase 
capaian kinerja 
sektor 
perdagangan 

Persen 100,00 I 100,00 
II 100,00 
III 100,00 
IV   100,00* 

Persentase 
penggunaan 
produk dalam 
negeri 

Persen 99,60 I 99,60 
II 99,60 
III 99,60 
IV  99,60* 

 
 

Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program   Anggaran 

1.  Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam : Rp.. 36.300.000,00 

2.  Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi : Rp.. 36.150.000,00 

3.  Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi : Rp.. 47.000.000,00 

4.  Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian : Rp.. 143.202.000,00 

5.  Program Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi 

: Rp.. 40.432.000,00 

6.  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 

: Rp.. 327.552.436,00 

7.  Program Pengembangan UMKM : Rp.. 118.665.650,00 

8.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana 

Keistimewaan) 

: Rp.. 0,00 

9.  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri : Rp.. 1.566.564.799,00 

10.  Program Pengendalian Izin Usaha Industri : Rp.. 31.022.036,00 

11.  Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional 

: Rp.. 53.957.000,00 

12.  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan : Rp.. 184.804.800,00 

13.  Program Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

: Rp.. 4.695.635.074,00 

14.  Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting 

: Rp.. 170.790.000,00 
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15.  Program Pengembangan Ekspor : Rp.. 82.452.372,00 

16.  Program Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen 

: Rp.. 274.756.088,00 

17.  Program Penggunaan dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri 

: Rp.. 94.450.000,00 

18.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

: Rp.. 16.213.803.437,90 

 Jumlah Anggaran : Rp.. 24.117.537.692,90 

 
2.    *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 
TAHUN 2025 

 
 

Uraian Tujuan :   Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,  
Perindustrian dan Perdagangan 

 

Yang dimaksud dalam Tujuan kinerja ini adalah mewujudkan peningkatan produktivitas dan 
pemberdayaan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan guna penguatan 
perekonomian daerah secara berkelanjutan. Produktivitas dan pemberdayaan mencakup 
aspek hasil produksi, pertumbuhan usaha, pertumbuhan sumber daya dan penguatan 
kinerja bagi peningkatan produktivitas sektor ekonomi di bidang koperasi, usaha mikro, 
perindustrian dan perdagangan. Pemberdayaan adalah berbagai upaya untuk meningkatkan 
kapasitas dan daya saing agar dapat berkembang secara konsisten dan 
berkesinambungan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain RPJMD Kabupaten 
Bantul Tahun 2025-2029, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan pemerintah ini 
mengatur berbagai aspek terkait pengembangan koperasi dan UMKM, termasuk 
penyediaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi mereka. Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. UU ini mengatur penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang Perindustrian, antara lain pembangunan sumber daya Industri, dan 
pemberdayaan Industri. Permenkop UKM No. 3 Tahun 2021 tentang Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan 
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang secara spesifik 
berkaitan dengan kebijakan dan program untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 
keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Dasar hukum lainnya 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 mengatur mengenai: 1) 
kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2) penggunaan atau kelengkapan label 
berbahasa Indonesia; 3) Distribusi Barang; 4) sarana Perdagangan; 5) standardisasi; 6) 
pengembangan Ekspor; 7) metrologi legal; dan 8) pengawasan kegiatan Perdagangan dan 
pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. PP ini 
bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing. 

Indikator Kinerja Tujuan: 
Tujuan kinerja ini memiliki 4 (empat) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 
secara langsung ketercapaian/kondisi tujuan kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Rasio Volume 

Usaha 
Koperasi 
terhadap 

PDRB 

PDRB merupakan 
instrumen aktivitas 
atau cerminan nilai 

perekonomian daerah. 
Meningkatnya rasio 

volume usaha koperasi  

Jumlah volume usaha 
koperasi pada tahun n 

dibagi nilai PDRB 
Kabupaten Bantul atas 

dasar harga berlaku  
(ADHB) dikali 100% 

Data olahan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan dan Badan 
Pusat Statistik 
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menunjukkan 
kontribusi produktivitas 
koperasi yang diukur 
dari volume usaha 
koperasi. Semakin 
tinggi rasio volume 

usaha koperasi 
menunjukkan 

produktivitas dan 
pemberdayaan 

koperasi meningkat. 
2 Persentase 

usaha mikro 
yang naik 

kelas 

Usaha mikro naik kelas 
adalah usaha mikro 

binaan yang meningkat  
omset dan asetnya. 
Adanya peningkatan  

omset dan aset 
menunjukkan  

kesejahteraan pelaku 
usaha mikro 
meningkat. 

Jumlah usaha mikro 
binaan pada tahun n 
yang naik aset dan 

omsetnya dibagi jumlah 
usaha mikro binaan 
tahun n dikali 100% 

 Data Olahan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan, SIDAKUI 

3 Pertumbuhan 
industri kecil 
menengah 

Meningkatnya 
pertumbuhan industri 

kecil menengah 
menunjukkan 
peningkatan 

produktivitas  dan 
pemberdayaan 
perindustrian. 

 

 

Pertumbuhan industri 
kecil menengah = 

Jumlah industri kecil 
menengah tahun ke n 

dikurangi jumlah industri 
kecil menengah tahun n-
1 dibagi jumlah industri 

kecil menengah tahun n-
1 dikalikan 100 persen 

Data olahan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

4 Rasio PDRB 
Sub Sektor 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, 

Bukan Mobil 
dan Sepeda 

Motor 

Meningkatnya PDRB 
sub sektor 

perdagangan besar 
dan eceran, bukan 
mobil dan sepeda 

motor sebagai 
instrumen aktivitas 
atau cerminan nilai 

perekonomian daerah, 
menggambarkan 

meningkatnya 
produktivitas dan 
pemberdayaan di 

sektor perdagangan. 

Nilai PDRB ADHB sub 
sektor Perdagangan 
Besar dan Eceran, 

Bukan Mobil dan Sepeda 
Motor dibagi Nilai Total 
PDRB dikali 100 persen 

Badan Pusat Statistik, 
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Target Kinerja Tujuan 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Rasio Volume 
Usaha 
Koperasi 
terhadap 
PDRB 

1,90 % Target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen 
Renstra tahun 2025-2029 sebesar 1,90%. 

Adapun realisasi sementara tahun 2025 sebesar 1,05%*. 
Target tahun 2026 tersebut sudah meningkat dari capaian 

realisasi sementara tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
Persentase 
usaha mikro 
yang naik 
kelas 

70,75% Target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen 
Renstra tahun 2025-2029 sebesar 70,75%. 

Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 70,73%. Target 
tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
Pertumbuhan 
industri kecil 
menengah 

2,31 % Target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen 
Renstra Tahun 2025-2029 sebesar 2,31%. 

Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 2,25%. Target 
tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
Rasio PDRB 
Sub Sektor 
Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, 
Bukan Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

7,39% Target tahun 2026 dalam sesuai dengan target pada 
dokumen Renstra sebesar 7,39%. 

Adapun realisasi sementara tahun 2025 sebesar 7,34%*. 
Target tersebut sudah meningkat dari capaian sementara 

tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
 

Uraian Sasaran 1 : Sasaran Meningkatnya koperasi yang modern 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mewujudkan jumlah koperasi yang modern 
meningkat. Koperasi yang modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, 
bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, 
terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja 
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, 
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Permenkop UKM No. 
8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. 

 

Indikator Kinerja 
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 
secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Cakupan 

koperasi 
modern 

Transformasi 
perkoperasian 

diarahkan untuk 
meningkatkan jumlah 

koperasi modern. 
Meningkatnya cakupan 
koperasi yang modern 

merupakan wujud 
adanya peningkatan 
transformasi digital 
pada pengelolaan 

koperasi yang 
menunjukkan 

peningkatan jumlah 
koperasi modern. 

Jumlah koperasi modern 
tahun n dibagi jumlah 
koperasi aktif tahun n 

dikalikan 100% 

 

Koperasi modern adalah 
koperasi yang memiliki 

tata kelola kelembagaan, 
bisnis, dan keuangan 

yang baik, serta memiliki 
daya saing dan adaptif 
terhadap perubahan, 

terutama dalam 
penggunaan teknologi 

informasi." 

Data Koperasi Tahun 
2026 

Target Kinerja 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Cakupan 
koperasi 
modern 

2,24% Target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen 
Renstra tahun 2025-2029 sebesar 2,24%. 

Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 1,79%. Target 
tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 

Uraian Sasaran 2 : Sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM 
 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha 
mikro yang diukur melalui nilai omset pelaku usaha mikro. Dasar hukum dalam mencapai 
kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, RPJMD 
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.  

Indikator Kinerja 
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 
secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Nilai omset 
usaha mikro 

Peningkatan nilai 
omset usaha mikro 

menjadi ukuran 
peningkatan 

kesejahteraan pelaku 
usaha mikro. 

Jumlah total nilai omset 
Usaha Mikro di 

Kabupaten Bantul pada 
tahun 

Data olahan DKUKMPP 

Kabupaten Bantul, 

SIDAKUI 
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Target Kinerja 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Nilai omset 
usaha mikro 

323,334 Milyar 
Rupiah 

Target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen 
Renstra sebesar 323,334 Milyar Rupiah. 

Adapun capaian realisasi sementara tahun 2025 sebesar 
320,679 Milyar Rupiah.  

Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
 

Uraian Sasaran 3 : Sasaran Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah 
 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya produktivitas industri kecil 
dan menengah (IKM) yang diukur dari aspek meningkatnya proporsi jumlah IKM. Dasar 
hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja dan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Indikator Kinerja 
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 
secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Proporsi 

Jumlah 
Industri 

Kecil dan 
Menengah 
pada Level 
Kabupaten/

Kota 

 
Produktivitas IKM akan 

meningkat ketika 
proporsi jumlah IKM 

meningkat 

Jumlah IKM di 
Kabupaten Bantul tahun 

n dibagi total jumlah 
UMKM di Kabupaten 

Bantul tahun n dikalikan 
100 persen 

Badan Pusat Statistik 
DIY 

Target Kinerja 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Proporsi 
Jumlah 
Industri Kecil 
dan 
Menengah 
pada Level 
Kabupaten/Ko
ta 

5,25% Target tahun 2026 tersebut sesuai dengan target pada 
dokumen Renstra sebesar 5,25%. 

Adapun capaian realisasi sementara tahun 2025 sebesar 
5%*. Target tersebut sudah meningkat dari capaian 

sementara tahun 2025. 
Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
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Uraian Sasaran 4 : Sasaran Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan 
penggunaan produk dalam negeri 

 
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kinerja sektor perdagangan 
daerah melalui keberhasilan program-program yang dilaksanakan di sektor perdagangan 
yang makin meningkat dan melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang 
diukur dengan meningkatnya nilai belanja produk dalam negeri dari belanja daerah.   Dasar 
hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan; dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Koperasi (P3DN).  

Indikator Kinerja 
Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 
secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Persentase 

capaian 
kinerja sektor 
perdagangan 

Kinerja sektor 
perdagangan diukur 
melalui pelaksanaan 

dan keberhasilan 
program-program 

sektor perdagangan 

Rata-rata persentase 
capaian kinerja program 
urusan perdagangan di 

DKUKMPP tahun n 

Data Olahan 

DKUKMPP Kabupaten 

Bantul 

2 Persentase 
penggunaan 
produk dalam 

negeri 

Kinerja penggunaan 
produk dalam negeri  

diukur dengan 
meningkatkan 

prosentase belanja 
produk dalam negeri 
dari belanja daerah  

Jumlah realisasi belanja 
produk dalam negeri di 

tahun ke-n dibagi jumlah 
realisasi total belanja di 
tahun ke-n dikali 100% 

Data Olahan 

DKUKMPP Kabupaten 
Bantul 

 

Target Kinerja 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Persentase 
capaian 
kinerja sektor 
perdagangan 

100,00% Target tahun 2026 tersebut diatas angka target pada 
dokumen Renstra sebesar 86%. 

Adapun realisasi tahun 2025 sementara sebesar 115,75%*. 
Target tersebut mengacu pada asumsi maksimal prosentase 
capaian kinerja rata-rata program pada urusan perdagangan 
tahun 2026 dengan memaksimalkan target kinerja masing-
masing program pada urusan perdagangan di tahun 2026. 

Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 
Persentase 
penggunaan 
produk dalam 
negeri 

99,60% Target tahun 2026 tersebut diatas angka target pada 
dokumen Renstra yaitu sebesar 86,00%. 

Adapun realisasi tahun 2025 sementara sebesar 99,56%*. 
Target tersebut sudah meningkat dari capaian realisasi 

sementara tahun 2025. 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir 

masukkan dari KemenpanRB. 

 

 
 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.











































































 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II  Kabupaten Bantul 
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta 

Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : diskukmp@bantulkab.go.id 
 

 

PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2026 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama :   PARJILAH, S.E / Ketua Tim Kerja 
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 

Nama :   TUNIK WUSRI ARLIANI, S.Sos., M.S.E 
Jabatan :   Kepala Bidang Perindustrian 
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 
 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 

 

PIHAK KEDUA 
Kepala Bidang Perindustrian  

 
 

TUNIK WUSRI ARLIANI, S.Sos., M.S.E 
NIP. 197103111998032003 

Bantul, 14 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  

Ahli Muda 

 
PARJILAH, S.E  

NIP. 197704171998032001 



LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA 

 
Perangkat Daerah : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan  

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 

Tahun Anggaran : 2026 

No 
Sasaran 

Kinerja/Rencana Hasil 
Kerja 

Indikator Subkegiatan 
 

Satuan    
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

Terfasilitasinya 
Pelayanan Surat 
Rekomendasi JBT Jenis 
Solar dan Surat 
Keterangan IKM 

Jumlah penerbitan surat 
rekomendasi pembelian 
Jenis BBM Tertentu Jenis 
Solar 

Surat 
Rekomenda

si 
 

292 
 

 

I 

II 

III 

IV 

73 

73 

73 

73 

Jumlah Penerbitan Surat 
Keterangan IKM 

Surat 
Keterangan 

5 

I 1 
II 1 
III 1 
IV 2 

2. 
Terfasilitasinya verifikasi 
teknis pemenuhan SKU 
Sektor Perindustrian 

Jumlah dokumen Laporan 
Verifikasi pemenuhan 
standar kegiatan usaha 
sektor perindustrian 

Dokumen 

5 
 
 

 

I  
II  
III  
IV 5 

3. 
Terselenggaranya 
Pengawasan Perizinan 
Berusaha 

Jumlah dokumen 
pengawasan perizinan 
berusaha sektor industri 
 

dokumen 

10 I 1 
 II 3 
 III 3 

 IV 3 

Jumlah dokumen 
pengawasan penggunaan 
surat rekomendasi JBT 
Jenis Solar 

Dokumen 6 

I 

II 

III 

IV 

 

3 

3 

 

4 
Terselenggaranya 
Sosialisasi Perizinan 
Berusaha Sektor Industri 

Jumlah dokumen 
Sosialisasi Perizinan 
Berusaha Sektor Industri 
 

dokumen 5 

I 

II 

III 

IV 

 

5 

 

 

 

 

5. 

Terfasilitasinya 
Kepemilikan Akun SIINas 
Pelaku Usaha 
 

Jumlah Dokumen Bimtek 
pembuatan dan pengisian 
akun SIINas 
 

Dokumen 
 

5 

I 

II 

III 

IV 

- 

3 

2 

- 



No 
Sasaran 

Kinerja/Rencana Hasil 
Kerja 

Indikator Subkegiatan 
 

Satuan    
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Jumlah fasilitasi 
pemenuhan kewajiban 
perizinan berusaha sektor 
perindustrian (akun SIINas) 
 

Dokumen 
 

48 

I 

II 

III 

IV 

12 

12 

12 

12 

6. 
Terselenggaranya 
Pemantauan kepatuhan 
pelaporan data industri 

Jumlah dokumen 
pemantauan kepatuhan 
pelaporan data industri 
 

Dokumen 
 

3 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

- 

 
Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

A. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan 

Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 

(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

1. Sub kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha sektor 

perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan 

berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan 

Sistem Online Single Submission Risk Base 

Approach (OSS RBA) 

: 

 

 

 

: 

Rp 

 

 

 

Rp 

31.022.036,00 

 

 

 

30.583.236,00 

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor 

perindustrian yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

B. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi 

Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

: 

 

 

 

 

: 

Rp 

 

 

 

 

Rp 

438.800,00 

 

 

 

 

53.957.000,00 



1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 

Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain 

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas) 

: Rp 53.657.000,00 

2. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan 

Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup 

Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 

 

: Rp 300.000,00 

Jumlah Anggaran : Rp 84.979.036,00 

 
1. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome 

 

 

 

PIHAK KEDUA 
Kepala Bidang Perindustrian 

 
TUNIK WUSRI ARLIANI, S.Sos., M.S.E 

NIP. 197103111998032003 

 

 

Bantul, 14 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  

Ahli Muda 

 
PARJILAH, S.E  

NIP. 197704171998032001 
 







PEM ERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
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Komplek Perkantoran Terpadu Pemda ll Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.l. Yogyakarta

Kode Pos 557 1 4 Telp/Fax : 027 4-2il 4422, Email : diskukmpp@ba ntulkab. go. id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Nama
Jabatan

: Haryanta

: Pengadminitrasi Umum / Ketua Tim

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: ZONA PARAMITHA, SE.

: Kepala Bidang Sarana Perdagangan

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sarana Perdagangan

Bantul, 14 Januari2026

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Umum

/Ketua Tim

Harvanta

NlP. 1 97508222012121001NlP. 1 98009082006041 009



Perangkat Daerah

Jabatan

Tahun Anggaran

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Pengadminitrasi umum

2426

No
Sasaran

kineria/Rencana Hasil
Keria

lndikator Kinerja
Subkegiatan

(Ouout Subkeqiatanl
Satuan

Target
Tahunan Triwulan Target

{1) el (3) (4) {5} (6) (8)

1. Terpenuhinya sarana
Distribusi Perdagangan

Jumlah Sarana Distribusi Unit 6

il 1

ilt 5

IV

2. Terpenuhinya Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Unit 33 I )3

lt JJ

llt JJ

IV JJ

Keteretigan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan
anggaran sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana :

Distribusi Perdagangan
1. Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi :

Perdagangan
2. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana :

Distribusi Perdagangan
Jumlah Anggaran

") Data capaian kinerja tersedia pada triwulan lV karena bersifat outcome

Bantul, 14 Januari 2026
PIHAK PERTAMA

Pengadministrasi Umum

Harvanta
Nt P. 1 97508222012121 001

Rp 3.836.455.231

Rp 606.360.000

Rp 3.230.095.231

Rp 3.836.455.23{

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sarana Perdagangan

i Ketua Tim



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 









LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA 

 
Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bantul 

Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 
Metrologi 

Tahun Anggaran : 2026 
 

No 

Sasaran 

Kinerja/Rencana 

Hasil Kerja 

Indikator 

Subkegiatan 
Satuan    

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tersedianya  

Dokumen  

Perencanaan 

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Dokumen 5 

 

I 3 
II 1 
III 1 
IV 0 

2. Tersedianya 

laporan kinerja 

kegiatan 

(dokumen 

Triwulanan dan 

Tahunan) 

Jumlah 

Laporan 

Triwulanan dan 

Tahunan UPTD 

Metrologi 

Bantul 

Laporan 4 I 1 

II 1 

III 1 

IV 1 

3. Terlaksananya 

pelayanana 

perkantoran 

Jumlah laporan 

pelayanan 

UPTD 

Metrologi 

Bantul 

Bulanan 339 I 25 

II 25 

III 25 

IV 25 

 
Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang dan Pengawasan 

: Rp 241.704.088 

1. Subkegiatan Penumbuhan dan Pengembangan 

Kewirausahaan 

: Rp 241.704.088 

Jumlah Anggaran : Rp 241.704.088 

 
*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome 

 



 

 

 

PIHAK KEDUA 
Kepala Bidang Usaha Mikro 

 
 
 

 
 

DENDI SULISTYO 
NIP. 197906271998031001 

Bantul, 19 September 2025 

 

PIHAK PERTAMA 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  

Ahli Muda 
 

 
 

 
UTAMI DEWI RETNANINGRUM, SE.,MM 

NIP. 198303152010012010 
 












